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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Auditing

Auditing  bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan disiplin bekerja yang mendasarkan diri dari hasil, kegiatan akuntansi dan kegiatan lain. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi keuangan perusahaan atau organisasi lain. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai oleh manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain. Sedangkan auditing ditujukan untuk menentukan secara objektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya.

Pengertian auditing menurut “Alvin A. Arens dan Kawan-kawan” dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu, yang dialihbahasakan oleh “ Amir Abadi Jusuf” yaitu sebagai berikut:

“Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu etentitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang independen dan kompeten.










          (2003:1)


Selanjutnya pengertian auditing akan dijelaskan lagi oleh “Mulyadi” dalam bukunya yang berjudul “Auditing”, yaitu sebagai berikut:

“Auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dana kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian tentang pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.










          (2002:9)



Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan proses sistematik, yaitu berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis dan terorganisir. Untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyatan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. 

2.1.1 Jenis Auditor

Menurut “Mulyadi” dalam bukunya “auditing” jenis-jenis auditor, yaitu sebagai berikut:


“Orang atau kelompok orang yang melaksanakan audit dapat dikelompokan menjadi tiga golongan yaitu: 

1. Auditor Independen
2. Auditor Pemerintah 
3. Audit Intern”.
(2003; 29)


Jenis-jenis auditor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Auditor Independen.

Yang dimaksud dengan Audit Independen akan dijelaskan lagi oleh “Mulyadi” dalam bukunya yang berjudul “Auditing”, yaitu sebagai berikut:

“Audit independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya”.










       (2002:28)

Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintahan (terutama instansi pajak).
Pihak yang memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahlian merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayarkan oleh klien karena jasa yang diberikan tersebut. 
Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya.
2. Auditor Pemerintah
Yang dimaksud dengan Auditor Pemerintah akan dijelaskan lagi oleh “Mulyadi” dalam bukunya yang berjudul “Auditing”, yaitu sebagai berikut:
“Auditor Pemerintah adalah audit professional yang bekerja di instansi pemerintah yang bekerja di instansi pemerintaha yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan pada pemerintah.

    
`







        (2002:29)

Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak.
3. Auditor Intern

Auditor Intern bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, seperti halnya auditor pemerintah bagi pemerintah.Yang dimaksud dengan Auditor intern akan dijelaskan lagi oleh “Mulyadi” dalam bukunya yang berjudul “Auditing”, yaitu sebagai berikut:

“Auditor intern adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilakn oleh berbagai bagian organisasi. 

              (2002;29:30)

Umumnya pemakai jasa auditor adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, audit intern harus berada di luar fungsi lini suatu organisasi, tetapi tidak lepas dari hubungan bawahan atasan seperti hubungan lainnya. Auditor intern wajib memberikan informasi yang berharga bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. 
Kebutuhan akan adanya audit internal di dalam suatu perusahaan semakin meningkat sejalan dengan meningkat operasi perusahaan. Pentingnya audit internal sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan bertambah kompleknya sistem akuntansi. Dengan semakin besarnya organisasi perusahaan, untuk itu diperlunya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini diperlukan karena tidak mungkin semua wewenang dan berbagai departemen, bagian seksi, ataupun satuan organisasi lainnya berada dan dipegang oleh satu orang . mengingat akan hal tersebut, maka diperlukan adanya bagian yang disebut dengan audit internal.

2.1.2 Peranan Audit Internal

Peran Audit Internal saat ini semakin meluas, seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam dunia bisnis, peran audit internal tidak hanya bersifat teknis saja tetapi juga mencangkup non-teknis. Berikut ini peran audit internal yang dikemukaan oleh “The Auditing Practices Board (APB)”, yaitu:

“Internal audit is an independent appraisals function established by management for the review of the internal control system as, a service to the organization, it objectively examines, evaluated, and reports on the adequacy of internal control as a contribution to the proper, economic, efficient and efficient and effectiveuse of resources.









    
          (2000:3)

Menurut pernyataan APB, auditor internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen untuk mereview sistem pengendalian intern sebagai bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi. Jasa yang diberikan adalah pemeriksaan secara objektif, mengevaluasi, dan melaporkan kecukupan pengendalian intern sebagai suatu kontribusi bagi penggunaan sumber-sumber daya yang tepat, ekonomis, efektif dan efesien.
Terdapat 3 (tiga) peran yang dilakukan oleh audit internal, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan kegiatan yang dilakukan adalah mengawasi dan memberikan peringatan.

2. Konsultan yang dilakukan adalah memberi saran-saran dan juga berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

3. Katalis, kegiatan yang dilakukan adalah memimpin dan mengarahkan personil lain agar bertindak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Peran audit internal mengikuti harapan dari si pengguna jasa. Setiap peran dituangkan dalam fokus audit tertentu dengan proses audit khusus. Setiap peran memiliki dampak khusus pada organisasi, kebanyakkan situasi membutuhkan lebih dari satu peran yang dilakukan oleh audit internal.
Jasa audit internal semakin dibutuhkan dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern dan pengelolahan resiko. Di Indonesia pembentukan fungsi Audit Internal merupakan suatu keharusan bagi BUMN, Bank-bank, dan lembaga pemerintah.
Audit Internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. Audit Internal adalah aktivitas profesional dengan tujuan untuk memberikan pendapatan secara professional pula. Oleh karena itu, diperlukan integritas dan objektivitas yang tinggi serta pribadi yang tidak mudah terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa audit dan penilaian terhadap operasi terdapar pada seluruh tingkat organisasi dalam perusahaan
Diharapkan dengan adanya Audit Internal dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja unit organisasi dan juga dapat memberi nilai tambah bagi organisasi tersebut.

2.1.3 Kompetensi Objektivitas Audit Internal
Untuk meletakkan kepercayaan terhadap hasil pekerjaan audit intern, audit independen berkepentingan untuk menilai kompetensi dan objektivitas auditor intern. Dalam menetapkan kompetensi dan objektivitas auditor intern, auditor independen biasa mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pengalaman dalam audit sebelumnya dengan fungsi audit intern, dari diskusi dengan manajemen, dan dari review mutu yang terakhir dilaksanakan oleh pihak eksternal, jika hal ini dilaksanakan, atas aktivitas fungsi audit intern. Auditor dapat pula menggunakan standar professional auditing intern sebagai kriteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi dan objektivitas auditor intern. Jika auditor independen menentukan bahwa auditor intern cukup kompeten dan objektif, auditor independen kemudian perlu mempertimbangkan bagaimana pekerjaan auditor intern berdampak terhadap audit atas laporan keuangan. 

1. Kompetensi 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profersional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.
Kompetensi auditor intern pada waktu menentukan kompetensi auditor intern, auditor harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari audit tahun sebelumnya mengenai factor-faktor berikut ini:

1. Tingkat pendidikan dan pengalaman professional auditor intern

2. Ijazah professional dan pendidikan profesional berkelanjutan.

3. Kebijakan, program dan prosedur audit

4. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern.

5. Supervisi dan review terhadap aktivitas auditor intern

6. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan dan rekomendasi.

7. Penilaian atas kinerja auditor intern.
2. Objektivitas
Audit harus bersifat objektif dalam melakukan audit, setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan profesionalnya. Menurut “Mulyadi” dalam bukunya “Auditing” pengertian objektivitas adalah sebagai berikut:

“Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsif objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.









                    (2002;57)

Objektivitas auditor sama sekali tidak terpengaruh apabila mereka merekomendasikan suatu standar pengendalian untuk sistem-sistem atau menelaah prosedur-prosedur sebelum hal itu dilaksanakan. Merancang, membuat, membuat dan melaksanakan sistem operasional dan juga membuat konsep prosedur suatu sistem bukanlah fungsi audit.
Pada waktu menilai objektivitas auditor intern, auditor harus memperoleh atau memutakhirkan informasi dari tahun sebelumnya mengenai factor-faktor dibawah ini:

1. Status organisasi auditor intern yang bertanggung jawab atas fungsi audit intern yang meliputi:

a. Apakah audit intern melapor kepada pejabat yang memiliki status memadai untuk menjamin lingkup audit yang luas dan memiliki pertimbangan dan tindakan yang memadai atas temuan-temuan dan rekomendasi auditor intern.
b. Apakah auditor intern memiliki akses langsung dan melaporkan secara teratur kepada dewan komisari, komite audit atau manajer pemilik.
c. Apakah dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik melakukan pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan pemberhentian yang bersangkutan dengan auditor intern. 

2. Kebijakan untuk mempertahankan objektivitas audit intern mengenai bidang yang diaudit, termasuk:

a. Kebijakan pelarangan auditor intern melakukan aktivitas dalam bidang yang diaudit, yang keluarganya bekerja pada posisi penting atau posisi yang sensitif terhadap audit.
b. Kebijakan pelarangan auditor intern melakukan audit dibidang yang sama dengan bidang yang baru saja diselesaikannya. 

2.1.4 Fungsi dan Tujuan Audit Internal

1. Fungsi Audit Internal
Fungsi audit intern hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian, seksi, atau satuan organisasi yang lain dan memdelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlu dibentuk fungsi audit intern. Tugas fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian, fungsi audit intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.
Fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan: analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor intern menyediakan jasa tersebut. Audit intern berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor intern melaksanakan kegiatan berikut ini:

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian intern dan mendorong penggunaan struktur pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.
2. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan manajemen puncak dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan di lindungi dari segala macam kerugian.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikkan kegiatan-kegiatan perusahaan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, maka fungsi audit internal dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat melakukan pekerjaannya, untuk memeriksa dan menilai secara independen pada semua bidang dalam perusahaan serta dapat memberikan jasanya kepada pimpinan perusahaan 

2. Tujuan Audit Internal
Tujuan audit internal untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Dalam rangka menyatakan tujuan ini auditor internal memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, sasaran dan informasi yang berhubungan aktifitas yang telah di audit. Tujuan dari internal audit ini termasuk meningkatkan pengawasan yang efektif terhadap seluruh organisasi dengan biaya yang wajar. 
Secara umum tujuan audit internal adalah membentuk para anggota agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Dari tujuan audit internal ini yang dikemukakan oleh “Mulyadi” dalam bukunya “Auditing”, yaitu:  

“Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dangan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai pengendalian”.










      (2002;216)

Dan menurut “Hiro Tugiman” dalam bukunya “Standar Propesional Audit Internal” yaitu sebagai berikut:
“Tujuan Audit Internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif”.









                   (2001:11)

Jadi pada dasarnya tujuan audit internal adalah membantu anggota organisasi lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.  
2.2 Penggajian 
Penggajian merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, dimana dalam menentukan besarnya perhitungan dan pembayaran gaji menjadi salah satu bagian yang terpenting karena biaya gaji merupakan biaya tetap yang besar pada perusahaan.
Gaji pada semua perusahaan adalah merupakan biaya utama, dengan demikian kesalahan di dalam penelitian dan pengalokasian biaya gaji dapat mengakibatkan salah saji laba usaha yang material, serta merupakan titik rawan terjadinya inefisiensi dan manipulasi kas melalui pembayaran gaji yang efektif. Gaji merupakan hal yang penting dan sensitif bagi karyawan, sebab menyangkut kepentingan secara langsung terhadap perusahaan yang akan mempengaruhi motivasi dalam bekerja. Sedangkan bagi perusahaan, gaji merupakan bagian yang penting dalam unsur biaya produksi yang mempunyai jumlah yang material sehingga perlu ditekankan agar tujuan efisiensi tercapai.
Pengertian gaji menurut “Prof. Dato dan Kawan-kawan” dalam bukunya ” Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan” yaitu sebagai berikut:

“Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan”.




                  (2004:360)


Selanjutnya pengertian gaji menurut “Mulyadi” dalam bukunya “Sistem Akuntansi” yaitu sebagai berikut:
“Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh). Umumnya gaji dibayar tetap per bulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

(2001;373)

Untuk lebih jelasnya lagi gaji merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka pada perusahan. Suatu sturktur gaji akan memberikan data sebagai berikut: 

1. Adanya jumlah tenaga kerja yang pasti dan efisiensi dalam menggunakan tenaga kerja 
2. Adanya penghitungan gaji yang dapat dipercaya.
3. Adanya data yang dapat dipercaya sebagai dasar pembuatan standar biaya jam kerja dan standar biaya tenaga kerja.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jabatan dan diberikan satu kali dalam sebulannya. Sedangkan upah dibayar berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.

2.2.1 Prosedur Penggajian

Prosedur gaji pada kebanyakkan perusahaan yaitu suatu sistem, prosedur, dan catatan-catatan serta formulir-formulir yang digunakan untuk menetapkan secara tepat dan akurat berapa gaji yang harus diterima oleh setiap pegawainya, berapa gaji yang harus dipotong, misalnya untuk pajak penghasilan pegawai pada perusahaan, serta sisa gaji yang benar-benar telah dibayarkan kepada pegawai.
Adapun prosedur-prosedur yang dalam pengelolahan gaji menurut “Mulyadi” dalam bukunya “Auditing” yaitu sebagai berikut: 

1. “Prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja

2. Prosedur pembuatan daftar gaji

3. Prosedur pembayaran gaji

4. Prosedur distribusi biaya gaji”. 

(2003:286)

1. Prosedur pencatatan waktu hadir dan waktu kerja


Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatatan waktu dengan menggunakan daftar hadir. Pencatatan atas waktu kehadiran karyawan di kantor sejak  masuk sampai dengan keluar.

Catatan  waktu kehadiran bisa diperoleh dengan cara :

a) Kartu jam, yaitu kartu yang dibuat untuk masing-masing karyawan yang menunjukkan jam pulang. Kartu ini kemudian dimasukkan dalam mesin pencatat waktu pada waktu karyawan datang maupun pulang.

b) Daftar hadir yang ditandatangani oleh karyawan setiap hari.

Pencatatan waktu kerja 

Pencatatan waktu kerja sesungguhnya dalam setiap pekerjaan atau setiap departemen. Catatan waktu kerja dapat dikumpulkan oleh petugas dari:

a) Buku catatan mandor
b) Daftar hadir yang dikerjakan khusus oleh juru waktu atau petugas sendiri.

Pencatatan waktu kehadiran merupakan tanggung jawab bagian pencatatan waktu yang berada di bawah pengawasan bagian personalia. Sedangkan pencatatan waktu kerja berada di bawah pengawasan bagian produksi lewat para mandor.

Bagian pencatatan waktu mempunyai tujuan:

1. Memperoleh catatan kehadiran para karyawan, sehingga gaji dan upah hanya dibayarkan kepada karyawan yang benar- benar bekerja di perusahaan.
2. Untuk menetapkan banyaknya jam kerja lembur dari para karyawan yang lembur dan harus menerima uang lembur.
3. Untuk memperoleh bukti-bukti yang berhubungan dengan penggajiian, pengupahan, perpajakan dan lain-lain.

Pencatatan waktu kehadiran ini merupakan tanggung jawab bagi personalia.

2. Prosedur pembuatan daftar gaji

Fungsi bagian pembuatan daftar gaji membuat daftar gaji karyawan dimana data yang dipakai adalah sebagai berikut:

a) Surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru.

b) Kenaikkan pangkat 

c) Pemberhentian karyawan

d) Penurunan pangkat

e) Daftar gaji bulan sebelumnya

f) Daftar hadir
3. Prosedur pembayaran gaji

Fungsi bagian pembuat daftar gaji dan upah adalh sebagai berikut:

1. Untuk menghitung gaji dan upah yang harus dibayarkan pada masing-masing karyawan dengan tahap-tahap berikut:

1) Mengumpulkan catatan waktu kehadiran (attendance time) dan waktu kerja (shop time) dari masing-masing.

2) Mengumpulkan data untuk menghitung upah yang didasarkan pada presentasi (banyak hasil) dan jumlah hasilnya diukur dengan banyaknya pekerjaan yang telah selesai.


Sebagaimana diketahui dalam garis besar upah dapat didasarkan pada waktu atau prestasi, yaitu upah waktu dan upah prestasi atau upah potongan (piecework), sedangkan untuk gaji dapat berdasarkan waktu kehadiran.

3) Menghitung tambahan (allowance) yang telah dicatatkan pada jumlah gaji dan upah yang telah dihitung berdasarkan waktu/presentasi.
Di Indonesia allowance tersebut antara lain berupa:

· Tunjangan istri dan anak

· Tunjangan transpor

· Dan lain-lain.

4) Menghitung upah berdasarkan data yang terkumpul, hal ini dapat dilaksanakan antara lain dengan cara mengalihkan waktu hadir dengan tarif
5) Menghitung potongan-potongan dari gaji dan upah yang telah dihitung, ada banyak macamnya potongan misalnya astek, PPh Pasal 21, iuran Hari Tua, Pinjaman dan lain-lain.

2. Untuk mencatat (journal entry) sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan serta membuat formulir dan laporan yang ditentukan oleh peraturan mengenai berbagai karyawan perusahaan, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Membuat jurnal gaji dan upah (check register)
b. Membuat daftar cek pembayaran atau envelope
c. Membuat struk pembayarn atau daftar earning statement yaitu suatu penjelasan tentang perhitungan gaji dan upah yang diberikan pada masing-masing karyawan yaitu setelah dihitung gaji dan upah kotor/allowance/potongan-potongan.
d. Membuat employee’s earning record yaitu daftar gaji atau pada suatu masa/semester yang dibayarkan pada petugas yang bersangkutan.
e. Membuat berbagai formulir yang diharuskan oleh berbagai bagian.

3. Membuat stasistik gaji
Ada beberapa statistik yang diperlukan yang berguna bagi perusahan, antara lain untuk karyawannya.
4. Menyelenggarakan arsip tentang kepegawaian (aspek hukum), yaitu aspek-aspek hukum dari perbuatan daftar gaji dan upah.
Dalam struktur organisasi perusahaan besar maupun menengah biasanya memiliki berbagai fungsi yang terkaitan dengan siklus penggajian yang berada di dalam organisasi. Namun dalam pelaksanaannya terhadap fungsi gaji tersebut terdapat pemisahan fungsi-fungsi yang mana pelaksanaannya yang bertanggung jawab.

2.2.2 Rancangan Program Audit internal Penggajian

Uraian tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap penggajian adalah sebagai berikut ini:

1. Fungsi yang terkait.

2. Dokumen

3. Catatan akuntansi

4. Aktivitas yand diperlukan, dan prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang dapat digunakan oleh auditor.

5. Penyusunan program audit

6. Penjelasan program audit.

Berikut ini penjelasan mengenai program audit untuk pengujian pengendalian terhadap penggajian adalah sebagai berikut ini:

1. Fungsi yang terkait


Berbagai fungsi yang terkait dalam penggajian yang berada di tangan unit organisasi berikut ini:

a) Fungsi penerimaan pegawai
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan.
b) Fungsi pencacat waktu

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh penyelia (supervisors) atau oleh karyawan yang bertanggung jawab atas pembuatan daftar gaji dan upah.
c) Fungsi pembuatan daftar gaji

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji.hasil perhitungan ini dituangkan dalam daftar gaji untuk kemudian diserahkan kepada fungsi pembuat bukti kas keluar guna pembuatan kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji kepada karyawan.
d) Fungsi pembuatan bukti kas keluar

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat perintah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji seperti yang tercantum dalam daftar gaji. Fungsi ini membuat bukti kas keluar yang memberi otorisasi kepada fungsi keuangan untukmembayar gaji kepada karyawan seperti yang tercantum dalam daftar gaji tersebut.
e) Fungsi pembayaran gaji
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguang cek tersebut ke bank. Uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk selanjutnya di bagikan kepada karyawan yang berhak.
f) Fungsi akuntansi biaya

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam biaya ke dalam kartu kos produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan kartu jam kerja (untuk tenaga kerja langsung pabrik).
g) Fungsi akuntansi umum.

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat gaji dalam jurnal umum.

2. Dokumen 

Dokumen lengkap yang digunakan dalam siklus penggajian adalah sebagai berikut:
a) Dokumen pendukung perubahan gaji 

Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan, pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuatan daftar gaji untuk kepentingan pembuatan gaji dan upah.
b) Kartu jam hadir
Merupakan dokumen yang digunakan oleh fungsi pencatatan waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang dicap dengan mesin pencacat waktu.
c) Kartu jam kerja
Merupakan dokumen yang digunakan untuk mencacat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pekerjaan. Dokumen ini diserahkan ke fungsi pembuatan daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir.
d) Daftar gaji dan daftar upah
Merupakan dokumen yang berisi jumlah gaji dan upah setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh Pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya.
e) Rekap daftar gaji dan rekap daftar upah
Merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen, yang dibuat berdasarkan gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah.
f) Surat pernyataan gaji dan upah

Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan.
g) Amplop gaji dan upah

Uang gaji dan upah diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu.
h) Bukti kas keluar

Merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh pembuat bukti kas keluar kepada fungsi pengeluaran kas, berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah.

3. Catatan Akuntansi Digunakan


Catatan akuntansi yang digunakan dalam penggajian adalah:
a) Dokumen pendukung perubahan gaji 

Dalam penggajian jurnal ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap pesanan dan departemen dalam perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja. Dokumen sumber untuk pencacatan ke dalam jurnal ini adalah bukti kas keluar.
b) Kartu kos produk
Dalam penggajian catatan ini m,erupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang di keluarkan untuk pesanan tertentu. Dokumen sumber untuk pencatatan ke dalam buku pembantu ini adalah rekap daftar upah
c) Buku pembantu biaya
Catatan ini merupakan buku pembantu yang digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja (selain biaya tenaga kerja langsung) setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah jurnal umum atau rekap daftar gaji dan upah.
d) Kartu penghasilan karyawan
Merupakan catatan mengenai penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Di samping itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatangani kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dokumen sumber untuk pencatatan ke dalam kartu penghasilan karyawan adalah daftar gaji dan upah.
4. Aktivitas yang diperlukan, dan prosedur audit untuk pengujian pengendalian yang dapat digunakan oleh auditor.

Aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut mencangkup:
1) Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi.
2) Otorasasi dari manajer yang berwewenang untuk:

a. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah.

b. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga.

c. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan.

d. Kartu jam hadir.

e. Daftar gaji dan upah.

f. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah.

g. Bukti memorial untuk pembebanan biaya tenaga kerja.
3) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan.
4) Pengecekan independen atas:

a. Tarif upah yang tercantum dalam kartu jam kerja
b. Kartu jam hadir
c. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu
d. Pembuat daftar gai dan upah
e. Pembayaran gaji dan upah 
5) Rekonsiliasi

a. Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah karyawan.

b. Penghitungan pajak penghasilan karyawan dengan kartu penghasilan karyawan. 
6) Penggunaan kartu penghasilan karyawan sebagai tanda penerimaan gaji dan upah oleh karyawan.
7) Penggunaan paduan akun dan pelaporan biaya tenaga kerja pada waktu yang tepat.
5. Penjelasan program audit

Penjelas program audit untuk pengujian pengendalaian terhadap penggajian:

1) Lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dari fungsi pembayaran gaji dan upah dan fungsi pencatatan waktu hadir  dari fungsi operasi.

2) Lakukan pengamatan terhadap pembayaran gaji dan upah.

3) Lakukan pengamatan terhadap pencatatan waktu hadir dan jam kerja karyawan.

4) Ambil sample daftar gaji dan upah.

5) Ambil sample kartu jam hadir karyawan

6) Ambil sample kartu jam kerja karyawan

7) Periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut.
8) Ambil sample bukti kas keluar yang disetujui untuk pembayaran gaji dan upah dan lakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan.
9) Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu jurnal.
2.3 Efektivitas 

Tercapainya tujuan manajemen tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksudnya dengan kata lain, manajemen yang tidak efektif tidak selalu disertai dengan efisien. Tercapainya tujuan mungkin oleh efektivitas saja tetapi diukur pula efisien.
Pengertian efektivitas menurut “Arens and Loebbecke” dalam bukunya “Auditing” yaitu sebagai berikut: 

“Effectiveness referrs to accomplishment of objective, where as efficiency refers to the resources used to achieve those objectives”.

(2003;783)

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas merupakan perbandingan antara target atau sesuatu yang hendak dicapai dan realisasinya atau sesuatu yang telah terjadi berdasarkan kenyataan yang ada. 
Selanjutnya pengertian efektivitas menurut “Alexander” dalam bukunya “Manajemen” adalah: 

“Efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai untuk melakukan hal yang tepat”.


(2002;272)

Pengertian dari definisi tersebut, bahwa efektivitas yaitu kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai mempunyai kaitan dengan hasil dan pencapaian tujuan dan manfaat yang tersedia
2.4 Pengendalian Internal
2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal
Pengertian pengendalian intern menurut The Committee of Sponsoring Organization (COSO) dalam buku “Auditing” dialihbahasakan oleh “Sunarto” yaitu sebagai berikut:

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, personel satuan usaha lainnya,yang dirancang untuk mendapa keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan.

2. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

3. Efektivitas dan efesiensi operasi.










(2003;138)
Konsep dasar yang terkandung dalam definisi ini adalah:
1. Pengendalian intern adalah suatu proses. Pengendalian intern merupakan cara untuk merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.

2. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.

3. Pengendalian intern diharapkan memberikan keyakinan memadai, bukannya keyakinan penuh, bagi bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian intern dan perlunya pertimbangan biaya dan manfaat.

4. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian, dan koperasi.

2.4.2 Tujuan Pengendalian Intern

Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:

1. Keandalan informasi keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3. Efektivitas dan efisiensi operasi

Karena tidak semua tujuan pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam mematuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan diatas, hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama keandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berkewajiban untuk memahami pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.
2.4.3 Unsur – Unsur Pengendalian Internal
COSO merumuskan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan yang dikemukakan  oleh “Sunarto”  dalam buku “Auditing” yaitu sebagai berikut:

(1) “Pengendalian internal

(2) Perhitungan resiko

(3) Informasi dan komunikasi 
(4) Aktivitas pengendalian, dan 
(5) Monitoring”.

(2003;138)

Unsur-Unsur pengendalian intern tersebut diuraikan lebih lajut sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
Lingkung pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personil organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.

Berbagai factor yang membentuk lingkunagn pengendalian dalam suatu etentitas antara lain:

1) Nilai integritas dan etika

Efektivitas pengendalian intern bersumber dari dalam diri orang yang mendisain dan melaksanakannya. Pengendalian intern yang memadai desainnya, namun dijalankan oleh orang-orang yang tidak menjunjung tinggi integritas dan tidak memiliki etika, akan mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pengendalian intern oleh karena itu, tanggung jawab manajemen adalah menjunjung tinggi integritas suatu kemampuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan atau telah menjadi komitmennya. 
2) Komitmen terhadap kompetensi.

Untuk mencapai tujuan entitas, personil disetiap tingkat organisasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Agar menjadi efektif komite audit harus memelihara komunikasi yang baik dan berkesinambungan dengan audit internal maupun audit eksternal. Komitmen terhadap kompetisi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, dan paduan antara kecerdasan, pelatihan, dan pengalaman yang dituntut dalam pengembangan kompetensi.
3) Dewan komisaris dan komite audit

Dalam perusahaan berbentuk perseroan terbatas jika penunjukan auditor dilakukan oleh manajemen punjak, kebebasan auditor dapat tampak berkurang dipandang dari sudut pemegang saham. Hal ini karena manajemen puncak adalah pihak yang seharusnya dinilai kejujuran pertanggungjawaban keuangannya oleh auditor, padahal manajemen puncak menentukan pemilihan auditor yang ditugasi dalam audit atas laporan keuangan yang dipakai untuk pertanggungjawaban oleh manajemen puncak 
Komite audit yang independen dibebani tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian intern dan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang telah ditetapkan.
4) Filosofi dan gaya operasi manajemen

Filosofi adalah seperngkat tetang keyakinan dasar (basic believes) yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawan. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan mencerminkan ide manajer tetang bagaimana operasi suatu aktivitas harus dilaksanakan. Melalui kebijakan dan aktivitasnya manajemen memberikan informasi yang jelas kepada karyawan tetang pentingnya pemahaman  mengenai falsafah manajemen dan gaya operasi sehingga dapat dirasakan sikap manajemen terhadap pengendalian.
5) Struktur organisasi

Struktur organisasi memberikan kerangka untuk perancanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemantauan aktivitas-aktivitas. Pengembangan struktur organisasi mencakup pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
6) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab 

Pembagian wewenang dan tanggung jawab merupakan perluasan lebih lanjut pengembangan struktur organisasi dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi. Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan dalam perusahaan. Didalamnya termasuk kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha, pengetahuan dan pengalaman tokoh-tokoh kunci dalam perusahaan dan sumber yang tersedia untuk menjalankan operasi perusahaan 
7) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

Pengendalian intern yang baik tidak akan menghasilkan informasi keuangan yang andal jika dilaksanakan oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur. Karena pentingnya perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur agar terciptanya lingkungan pengendalian yang baik maka perusahaan perlu memiliki metode yang baik dalam menerima karyawan, mengembangkan kompetensi menilai prestasi dan memberikan kompensasi atas prestasi mereka. Kebijakan dan pelatihan dan sumber daya manusia berhubungan dengan proses penerimaan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi penggantian dan tindakan perbaikan. 
 

2. Penarikan resiko (Risk Assessment)
Penarikan resiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolahan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

Penarikan resiko harus pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti:

1) Perubahan dalam lingkungan operasi (Changes in Operating Environment).
2) Karyawan baru (New Personnel).
3) Sistem informasi baru (New or Revamped Growth).
4) Pertumbuhan yang pesat (Rapid Growth).
5) Teknologi yang baru (New Technology).
6) Lingkup dan kegiatan baru (New Line, Product or Activities).
3. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)
1) Informasi 

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

a) Sah.

b) Telah diotoritas.

c) Telah dicatat.

d) Telah dinilai secara wajar.

e) Telah digolongkan secara wajar.

f) Telah dicatat dalam periode yang seharusnya.

g) Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

2) Komunikasi

Komunikasi mencangkup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat ke dalam laporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka yang berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar organisasi. Komunikasi ini mencangkup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entetitas.pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

4. Aktivitas pengendalian (Control Activities)
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan etentitas.

1) Pengendalian pengelolahan informasi
Berbagai tindakan pengendalian dilakukan dengan memeriksa tingkat keakuratan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Kegiatan pengendalian informasi dibagi dua:

a. Pengendalian umum
Unsur pengendalian umum ini meliputi: organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.
b. Pengendalian aplikasi

Dilakukan terhadap pengolah aplikasi individu, pengendalian ini menjamin bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah sah, telah diotorisasi dengan benar dan telah diolah secara akurat dan lengkap.
2) 
Pemisahan fungsi yang memadai.

Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk menghindari timbulnya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak dalam pengotorisasian transaksi, pencatatan transaksi dan pemeliharaan asset.
3) Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Kegiatan pengendalian ini dilaksanakan terhadap pengendalian atas asset, yaitu untuk menjaga asset dari perbedaan perhitungan antara catatan pengendalian dengan hasil perhitungan fisik dan menghindari pencurian asset, sehingga dapat mendukung persiapan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit.
4) Review atas kinerja

Review atas kinerja mencangkup review dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas: laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu dan hubungan atas serangkaian data, seperti data keuangan dengan data nonkeuangan.

5. Pemantauan (Monitoring).

Pemantauan adalah proses penilaian kualiatas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh manajer yang semestinya melakukan  pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan. 
2.4.4 Keterbasan Pengendalian Intern

Pengendalian intern tidak dikatakan semuanya efektif meskipun telah dirancang dan disusun dengan sebaik-baiknya karena keberhasilan tetap tergantung dari kompetensi dan keandalan dari pelaksanaannya. Meskipun pengendalian intern telah diterapkan dalam perusahaan tidak berarti bahwa penyelewengan dan kesalahan tidak terjadi. Sebab tidak ada satupun pengendalian intern yang dapat mencapai ideal/sempurna karena ada batas-batas tertentu yang tidak memungkinkan pengendalian itu tercapai. Pada kenyataannya pengendalian intern dilaksanakan tidak sepenuhnya dapat mengatasi penyelewengan dan kesalahan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pengendalian intern tersebut.
Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern yang dikemukakan oleh “Mulyadi” dalam bukunya yang berjudul “Auditing” yaitu sebagai berikut:

1. “Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabaian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat”.,







                 (2002:181)

Pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain. 

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan. 

3. Kolusi (collusion)
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasi pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pengendalian intern memiliki keterbatasan yang dapat menghambat terciptanya pengendalian. Untuk itu jangan sampai mencari kesalahan yang ada melainakan untuk mengurangi kemungkinan ternjadingya kecurangan dan kesalahan sehingga dapat diketahui dan diatasi dengan cepat.

2.4.5 Pengendalian Internal Penggajian

Masalah penggajian harus mendapatkan perhatian pimpinan perusahaan bukan saja jumlah biaya yang besar yang dikeluarkan tetapi juga gaji sangat mudah diselewengkan. Oleh karena itu pimpinan perusahaan harus menerapkan pengendalian intern atas pengendalian gaji yang memadai sebagai alat untuk mengamankan harta perusahaan, memberi keyakinan bahwa apa yang dilaporkan itu benar dan dapat dipercaya, mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapakan sudah dijalankan dengan baik.
Pengendalian intern untuk penggajian sangat diperlukan untuk melindungi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kemungkinan terjadingan penyimpangan, baik yang disengaja maupunya yang tidak disengaja yang dapat merugikan perusahaan serta dapat mengantisipasi dengan cepat adanya penyimpangan yang terjadi.
Pengendalian intern atas gaji merupakan suatu struktur dan prosedur mengenai pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar pembayaran dan pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas gaji tersebut. Pengendalian internal atas yang memadai dapat berjalan dengan baik jika terdapat pembagian tugas.
Tujuan pengendalian atas penggajian seperti yang dikemukakan “Arens dan Loebbecke” yang dikutip oleh “Amir Abadi Yusuf” dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu” yaitu sebagai berikut:

1. “Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara actual dilaksanakan oleh pegawai non fiktif (keberadaan)

2. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat (kelengkapan)

3. Transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu yang actual dan tingkat upah yang semestinya; pemotongan dihitung dengan semestinya (akurasi)

4. Transaksi penggajian diklasifikasikan dengan memadai (klasifikasi)

5. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat (tepat waktu)

6. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan semestinya; dan diikhtisarkan dengan semestinga (posting dan pengikhtisaran)”.

(2000:573)
2.4.6 Sumber Informasi untuk Memperoleh Gambaran Pengendalian Intern yang Berlaku.

Sumber informasi yang digunakan oleh auditor dalam melakukan studi terhadap pengendalian intern kliennya akan dikemukakan oleh “Mulyadi” dalam bukunya “Auditing” yaitu sebagai berikut:

1. “Buku pedoman akun

2. Buku pedoman sistem akuntansi

3. Permintaan keterangan kepada karyawan inti

4. Permintaan kepada karyawan pelaksana

5. Laporan, kertas kerja dan program audit intern

6. Pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanis, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data keuangan dan data operasi 

7. Kunjungan ke seluruh kantor

8. Laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan auditor tahun sebelumya yang telah diterbitkan

(2002;209)

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Buku pedoman akun.
Akun buku besar merupakan wadah untuk menampung data keuangan dan sekaligus merupakan sumber informasi untuk menyusun berbagai jenis laporan keuangan. Oleh karena itu, penggolonagn akun buku besar sangat menentukan mutu informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Buku pedoman akun berisi sistem klasifikasi dan pemberian kode akun yang memberikan petunjuk mengenai bagaimana transaksi keuangan perusahaan diklasifikasikan dan diberi kode.
2. Buku pedoman sistem akuntansi



Buku pedoman ini memberikan informasi proses pengolahan dokumen sumber dan dokumen pendukung yang digunakan dalam menjalankan transaksi keuangan. Dari buku pedoman sistem ini auditor dapat memperoleh gambaran tentang unit organisasi yang terkait, dokumen, catatan akuntansi, laporan keuangan dan bagan alir sistem yang digunakan oleh perusahaan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
3. Wawancara dengan karyawan inti

Karyawan inti merupakan karyawan perusahaan yang memegang posisi kunci. Unsur pengendalian intern dapat diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan inti mengenai adanya unsur-unsur pengendalian intern
4. Permintaan keterangan kepada karyawan pelaksana.

Karena karyawan pelaksana yang melaksanakan berbagai sistem akuntansi perusahaan, auditor dapat memperoleh informasi mengenai unsur pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan kliennya dengan mewawancarai karyawan pelaksana.
5. Laporan, kertas kerja, dan program audit auditor intern.

Auditor dalam suatu perusahaan bertanggung jawab untuk mendeteksi pelaksanaan berbagai unsur pengendalian intern dalam perusahaan. Untuk memperoleh gambaran tentang pengendalian intern kliennya, auditor dapat mereview program audit, kertas kerja dan laporan auditor intern untuk menilai efektivitas fungsi audit intern ini.
6. Pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, dokumen, peralatan mekanis, dan media lain yang digunakan untuk mencatat transaksi, mengolah data keuangan dan data operasi.

Keandalan informasi akuntansi sebagian ditentukan oleh media yang digunakan untuk mengolahnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh gambaran tentang pengendalian intern auditor perlu memeriksa dokumen, catatan akuntansi dan peralatan mekanis yang digunakan untuk mengolah data akuntansi.

7. Kunjungan keseluruh kantor

Kunjungan keseluruh kantor dimaksudkan untuk memperoleh untuk memperoleh informasi lokasi berbagai kantor para karyawan inti sehingga memudahkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan selama berlangsung. Disamping itu, kunjungan ke seluruh kantor akan memberikan gambaran bagi auditor mengenai tempat penyimpanan catatan akuntansi, file komputer, dan arsip dokumen serta keamanan penyimpanan kas yang ada ditangan, dan aktiva tetap.
8. Laporan mengenai rekomendasi perbaikan pengendalian intern dan laporan audit tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh auditor.

Auditor berkewajiban memberikan saran perbaikan terhadap unsur pengendalian intern yang dipandang lemah. Saran ini umumnya disajikan dalam laporan rekomendasi perbaikan pengendalian intern yang terpisah dari laporan audit, atau jika sifatnya saran kecil dapat dicantumkan dalam laporan audit. Oleh karena itu, gambaran pengendalian intern klien dapat diperoleh auditor dari rekan seprofesinya dengan mereview laporan lain rekomendasi perbaikkan pengendalian intern dan laporan audit tahun sebelumnya.

2.5 Keterkaitan Audit Internal Penggajian dengan Pengendalian Intern Penggajian

Seperti kita ketahui biaya gaji merupakan sumber biaya yang cukup material, sehingga apabila tidak diawasi dengan baik akan mengakibatkan terjadinya inefisiensi, kebocoran dan penyelewengan-penyelewengan yang dilaksanakan para pegawai. Disadari sepenuhnya dengan kondisi seperti ini pimpinan dituntut untuk melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada bawahannya jika memungkinkan dilaksanakannya pemisahan fungsi antara pemilik dengan pimpinan perusahaan.
Agar perlimpahan wewenang ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan tercapai, diperlukan suatu alat yang disebut pengendalian internal yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberi keyakinan bahwa apa yang dilaporkan bahwa hanya itu benar dan dapat dipercaya, mendorong adanya efisiensi usaha dan terus menerus memonitor bahwa kebijakan yang telah ditetapkan sudah dijalankan dengan baik.
Pengendalian intern atas gaji merupakan suatu struktur dan prosedur mengenai pengumpulan data, perhitungan, pencatatan, pembuatan daftar pembayaran dan pengawasan atas gaji serta terhadap gaji yang belum diambil oleh yang berhak atas gaji tersebut. Pengendalian internal atas yang memadai dapat berjalan dengan baik jika terdapat pembagian tugas.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu fungsi yang membantu pihak manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas  pembagian gaji karyawan dalam perusahaan yaitu fungsi audit internal. Dimana tugas dari audit internal adalah untuk membantu menunjang efektivitas pengendalian intern penggajian dan menyediakan informasi, memberikan pendapat dan rekomendasi yang dijadikan dasar dalam membantu pengambilan keputusan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan.
Jadi peranan audit internal dalam menunjang efektifitas pengendalian internal gaji merupakan hal yang menduduki posisi yang sangat penting bagi semua perusahaan, hal ini dapat dirasakan karena gaji merupakan biaya yang sangat besar dan merupakan suatu bidang dimana sering terjadi pemborosan sumber daya perusahaan karena inefisiensi dan kecurangan.
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